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DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSNA:

1. UU Mmor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi
Publik;

2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3, Peraturah Penerintah I'lomor 61 Tahun 20'10 tentang

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan lnformasi Publik;

4. Peraturan Pernerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik;

5. Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor

KEP25/1,1.PAN22004 tentang Pedoman Umum

Penyusunan lndeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan

lnstansi Pemerintah;

6. Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan

Standar Pelayanan;

7, Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

8, Permen PAN dan RB l,Jomor 66 Tahung 2012 tentang
Pedoman Penilahn Kinerja Pembina/ Penanggurg Jawab
dan Pemeringkatan Kementerian/l-embaga, Penrerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

1. Memiliki pengetahuan tentang penaturan perundang-undangan

di bidang standar pelayanan publik dan pelayanan informasi
publik

2, Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang
baik

3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun
tulisan

4. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efuktif dan
efisien

5, Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim

6. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik

7. Berpenampilan rapi, santun, dan berjiwa melayani

KETERKAITAN PERALATAN'PERLENGKAPAN :

1. SOP Pelayanan lnformasi Publik

2. SOP Pengelolaan lnbrmasiPublik

3. SOP Penanganan Keberatan dan Sengketa lnformasi Publik

1. Komputer

2. Printer

3. Alat tulis kantor (ATK)

4. Buku catatan

5. Jaringan intemet

6. Almari rak dokumen/buku

7. Ordner / file organizer

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN.

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan pelayanan
informasi publik akan terganggu dan berpotensi menimbulkan
masalah hukum bila pelayanan menjadi terhambat

Disimpan dalam bentuk data manual dan data elektronik
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